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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2012 
TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA  KEPOLISIAN NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA, 

Menimbang:  a. bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai 
Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya yang 
terkandung dalam etika Kenegaraan, kelembagaan, 
kemasyarakatan, dan kepribadian yang 
penegakannya dilakukan oleh Komisi Kode Etik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan 
atas tuntutan tugas, kewajiban dan tanggung jawab, 
yang dalam penjatuhan sanksi atau rekomendasi 
senantiasa memperhatikan tujuan penghukuman 
yang bersifat menyadarkan, mendidik, dan 
memberikan efek jera kepada terduga pelanggar 
maupun anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia lainnya; 

b. bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia, mengamanatkan pembentukan organisasi 
dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4168); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pemberhentian Anggota Polri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Peraturan Disiplin Anggota Polri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256); 

4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik 
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat 
Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

2. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah 
norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan 
landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun 
ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau 
tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab jabatan.  

3. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah 
suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas 
memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran 
KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. 

4. Komisi Banding Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi 
Banding adalah perangkat yang dibentuk di lingkungan Polri yang 
bertugas melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding. 

5. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara 
pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri. 

6. Pelanggaran KEPP adalah perbuatan anggota Polri yang bertentangan 
dengan KEPP. 

7. Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena 
perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan 
Pelanggaran KEPP.  

8. Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya 
telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang 
KKEP.  

9. Laporan adalah pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada 
Pelayanan Pengaduan Propam Polri tentang dugaan terjadinya 
pelanggaran KEPP disertai bukti-bukti pendukung. 

10. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh pengadu 
kepada pelayanan pengaduan di lingkungan Polri tentang dugaan 
terjadinya pelanggaran KEPP. 
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11. Pemeriksaan Pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan 
pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan 
pemberkasan perkara guna  mencari  serta mengumpulkan  fakta  
dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat 
terang tentang terjadinya dugaan Pelanggaran KEPP dan 
menemukan pelanggarnya. 

12. Pemeriksa adalah anggota Polri pengemban fungsi profesi dan 
pengamanan Polri (Propam Polri) bidang pertanggungjawaban profesi 
(Wabprof) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat 
perintah dari pejabat yang berwenang.  

13. Berita Acara Pemeriksaan adalah dokumen tertulis yang 
menerangkan, memuat/mencantumkan keterangan terduga 
pelanggar, saksi dan/atau ahli. 

14. Penuntut adalah personel yang melaksanakan pemeriksaan 
pendahuluan, atau anggota Polri pengemban fungsi Propam yang 
bertugas selaku penuntut dalam perkara pelanggaran KEPP 
berdasarkan surat perintah. 

15. Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang diminta oleh 
pelanggar atau atasan pelanggar atau akreditor untuk mendampingi 
terduga pelanggar dalam pemeriksaan pendahuluan pada tahap 
pemeriksaan dan sidang KKEP berdasarkan surat perintah. 

16. Banding adalah upaya Pelanggar atau istri/suami/anak/orang tua 
kandung Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar untuk mengajukan 
keberatan atas putusan Sidang KKEP. 

17. Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat Banding untuk 
memeriksa, memutus, menguatkan, atau membatalkan putusan 
KKEP. 

18. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna 
kepentingan pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP, tentang suatu 
pelanggaran KEPP yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. 

19. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 
membuat terang suatu pelanggaran KEPP guna kepentingan 
pemeriksaan. 

20. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat 
PTDH adalah  pengakhiran  masa  dinas  kepolisian  oleh  pejabat  
yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti 
melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/atau tindak pidana. 

21. Atasan langsung adalah pejabat Polri yang karena jabatannya 
membawahi langsung anggota yang dipimpinnya. 
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22. Kepala Satuan Pelanggar adalah kepala satuan organisasi yang 
memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam 
organisasi tempat pelanggar bertugas atau organisasi tempat titip 
rawat bagi pelanggar yang bertugas di luar struktur organisasi Polri. 

23. Pejabat Pembuat Surat Perintah adalah Kapolri/Wakapolri, atau 
pejabat Polri selaku atasan Akreditor Propam. 

24. Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan 
jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, 
fungsi, atau wilayah yang berbeda. 

25. Putusan Sela adalah putusan di tingkat pra pemeriksaan sidang 
KKEP yang memutus bantahan oleh terduga pelanggar/pendamping 
terhadap materi formil persangkaan yang diajukan oleh penuntut. 

26. Putusan Sidang KKEP adalah putusan komisi atas pelaksanaan 
sidang KKEP yang dibacakan pada persidangan.  

27. Rekomendasi adalah putusan sidang yang memuat sanksi 
administratif yang  disampaikan kepada pejabat pembentuk KKEP 
dan/atau Komisi Banding. 

28. Putusan Banding adalah putusan yang dikeluarkan oleh Komisi 
Banding atas pelaksanaan sidang banding. 

29. Rehabilitasi adalah pengembalian hak Terduga Pelanggar atau 
Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau 
selesai menjalani hukuman. 

Pasal 2 
Tujuan Peraturan ini: 
a. sebagai pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KEPP; 
b. terselenggaranya tertib administrasi dalam proses penegakan 

pelanggaran KEPP; 
c. terselenggaranya proses penegakan KEPP secara objektif, jujur, adil, 

transparan dan akuntabel;  
d. terwujudnya kepastian hukum terhadap setiap penanganan 

pelanggaran KEPP; dan 
e. terakomodasi hak-hak Terduga Pelanggar/Pelanggar dalam proses 

penegakan KEPP. 
Pasal 3 

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini: 
a. legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
b. profesionalisme, yaitu penegakan pelanggaran KEPP sesuai 

kompetensi dan tanggung jawabnya; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

